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BAB1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskipsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah 14.585,70 Km? dengan
letak Geografisnya antara 115°22°30 BT sampai dengan 118’44°54 BT dan
3°30°00 sampai dengan 4’24’55’ LU. Secara administratif Kabupaten Nunukan
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.

b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan

Kabupaten Malinau.

c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Sulawesi

d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia.

Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh topografi yang
bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan Kketinggian
perbukitan antara 500 Meter sampai dengan 3.000 Meter dari permukaan laut
(DPL). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada
kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat
laut dan utara. Secara garis besar dari 1.458.570 Ha keadaan topografi perbukitan
memiliki sudut kelerengan lebih dari 30%, untuk daerah yang merupakan dataran
tinggi mempunyai kemiringan berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah

yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal di atas 15%.
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Sehingga dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0-50%.
Sedangkan untuk Pulau Nunukan sendiri di sebelah barat daya pada umumnya
memiliki daerah yang sangat curam, sedangkan di bagian pantai timur daerahnya
sedikit bergelombang antara 3-8 % dan yang berbukit sekitar 15-25%. Begitu pula
dengan daerah Pulau Sebatik, topografinya hampir sama dengan Pulau Nunukan,
daerahnya datar dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-3%.

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa
dengan rincian sebagai berikut:

a. Nunukan terdiri dari 1 Desa dan 4 Kelurahan

b. Nunukan Selatan terdiri dari 4 Kelurahan

c. Seimenggaris terdiri dari 4 Desa

d. Sebatik terdiri dari 4 Desa

e. Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa

f.  Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa

g. Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa

h. Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa

i. Sebuku terdiri dari 12 Desa

j. Tulin Onsoi terdiri dari 12 Desa

k. Sembakung terdiri dari 10 Desa

l. Sembakung Atulai terdiri dari 10 Desa

m. Lumbis terdiri dari 28 Desa

n. Lumis Ogong terdiri dari 49 Desa

0. Krayan terdiri dari 65 Desa

p- Krayan Selatan terdiri dari 24 Desa
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Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut Sensus Penduduk Tahun
2015 sebanyak 140.841 jiwa yang terdiri dari 75.171 jiwa penduduk laki-laki dan
65.670 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan rata-rata 9,87 jiwa per
Km?. Rasio penduduk menunjukan angka 114,47 yang berarti penduduk laki-laki
lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung oleh
Instansi Pemerintah dengan jumlah PNS sebanyak 4.421 orang pegawai.

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Nunukan dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan.
Dasar pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan adalah Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan dalam Wilayah
Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan Selatan membawahi empat Kelurahan
yaitu sebagai berikut: Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Mansapa,
Kelurahan Nunukan Selatan, dan Kelurahan Selisun.

Kecamatan Nunukan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nunukan di
sebelah utara, Selat Nunukan di sebelah timur dan selatan, serta Desa Binusan dan
Kelurahan Nunukan Barat di sebelah Barat. Pembangunan di bidang pertanian
memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama
untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok besar masyarakat,
disamping itu juga untuk mendukung pertumbuhan industri. Sektor pertanian
masih menjadi potensi ekonomi yang paling menonjol dan sudah diberdayakan

sejak lama di Kecamatan Nunukan Selatan.
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2. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Nunukan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
(Dispertanak) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 3)
dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman
pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan
tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan

peternakan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah

Daerah;
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b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijjakan teknis-teknis di

bidang pertanian tanaman pengan dan peteranakan;

¢. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

bidang produksi dan sumber daya ternak;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

bidang informasi teknologi dan bina usaha;

g. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;

h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebt Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan hingga saat ini masih dijumpai berbagai
permasalahan, antara lain sebagai berikut:

a. Produksi, produktivitas dan pengelolaan usaha tani belum optimal,
penguasaan teknologi masih rendah serta terbatasnya ketersediaan
benih dan bibit ternak;

b. Belum memadainya jalan dan jaringan irigasi yang mendukung proses
produksi serta pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan

hortikultura;
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c. Terbatasnya prasarana dan sarana produksi yang meliputi bibit/benih,
pupuk, pestisida, obat-obatan ternak, alat dan mesin pertanian dan
peternakan;

d. Kurangnya akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan
permodalan,;

e. Rendahnya daya saing hasil pertanian dan peternakan

f. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani

g. Belum terpadu, efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan

penyuluhan

3. Visi dan Misi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan apa
yang akan dicapai. Sejalan dengan Visi Kabupaten Nunukan 2011-2016, yaitu
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil,
Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda
Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan untuk terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan, telah ditetapkan Visi SKPD Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
“Terwujudnya Pertanian yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”.
Dalam Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan Tahun 2012-2016 tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang perlu

diberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:
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a. Pertanian yang Tagguh, artinya pertanian yang secara dinamis dan ulet
mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya, tenaga, modal dan
teknologi yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Mandiri, artinya terjadinya kondisi kemandirian pangan di Kabupaten
Nunukan pada bidang pertanian tanaman pangan berupa mandiri beras dan
ubi kayu, di bidanghortikultura berupa mandiri dan mendukung
penyediaan buah-buahan pisang, durian, dan jeruk di Kalimantan Timur
dan di bidang peternakan mandiri dalam penyediaan daging dan telur.

c. Berdaya Saing, artinya produksi pertanian dan peternakan yang dihasilkan
dengan tingkat efesiensi dan efektifitas dan mutu yang baik mampu
bersaing dengan produk-produk pertanian dan peternakan dari luar daerah
maupun luar negeri dengan ketersediaan yang cukup.

Untuk dapat mewujudkan Visi dengan mendorong efektifitas dan efesiensi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang didalamnya
mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan
pernyataan yang digunakan untuk menetapkan tujuan dari Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang didalamnya
mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
dalam mewujudkan visi tersebut, menetapkan Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan

b. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan peternakan

¢. Meningkatkan sitem informasi pertanian dan peternakan
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d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pertanian dan

peternakan

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Nunukan

Tujuan merupakan penjabaran yang perlu dilakukan untuk mencapai misi,
sedangkan sasaran adalah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, untuk
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan kata lain tujuan
dapat diartikan sebagai suatu karakteristik yang ideal dan mengandung nilai-nilai
hukum dan hasrat yang kuat untuk menjadi lebih.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi
dalam proses perencanaan sebagai pemerintahan kabupaten. Berdasarkan misi
yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin
dicapai selama lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan pada berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
PeternakanKabupaten Nunukan

Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya produksi dan|{1). Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan, produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura dan peternakan hortikultura
yang berdaya saing dan|2). Meningkatnya pengendalian dan

berkelanjutan penanggulangan hama dan penyakit
tanaman
3). Meningkatnya produksi dan
produktivitas peternakan

4). Meningkatnya pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner
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5). Meningkatnya mutu produksi,
pengolahan hasil dan  pemasaran
pertanian dan peternakan

6). Meningkatnya inovasi teknologi
pertanian dan peternakan tepat guna

2. Meningkatnya luas kawasan |1). Menigkatnya luas  areal sawah
arecal tanaman pangan dan hortikultura dan optimasi lahan

hortikultura
3. Meningkatnya  sarana  dan|1). Meningkatnya ketersediaan alat dan
prasarana pertanian dan mesin pertanian dan peternakan
peternakan 2). Meningkatnya jaringan irigasi dan jalan
usaha tani
3). Meningkatnya lahan pertanian yang
bersertifikat
4. Tersedianya data dan informasi | 1). Meningkatnya ketersediaan data dan
pertanian yang lengkap, akurat pelayanan data dan informasi pertanian

dan tepat waktu
5. Meningkatknya kinerja aparatur | 1). Meningkatnya kemampuan dan kualitas

pertanian aparatur
2). Meningkatnya sarana dan prasarana
kantor
6. Terwujudnya  petani/peternak | 1). Meningkatnya pengetahuan,
yang berdaya saing dalam keterampilan dan wawasan
pengelolaan usaha tani petani/peternak
2). Meningkatnya dinamisasi kelembagaan
kelompok tani

Sumber: Renstra Dispertanak Kabupaten Nunukan (2016)

S. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan
Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk
kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.
Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang bertujuan untuk: (1)
Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan, (2) Mengatur

suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan
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sasaran, (3) Menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana
diorganisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan
mengimplementasikan keputusan. Kebijakan minimal yang harus dikembangkan
meliputi: (a) Kebijakan Publik, (b) Kebijakan Teknis, (c) Kebijakan Alokasi
Sumber Daya Organisasi (Sarana dan Prasarana), (d) Kebijakan Personalia, (e)
Kebijakan Keuangan, dan (f) Kebijakan Pelayanan Masyarakat.

Strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyediaan paket teknologi pertanian dan peternakan

b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan pertanian

c. Penyediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan

d. Pembangunan jaringan irigasi, embung dan jalan usaha tani

e. Melaksanakan sertifikasi lahan usaha tani

f. Pengembangan data dan informasi pertanian dan peternakan

g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang

bagi aparatur
h. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor
i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang
bagi petani/peternak

j- Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani.

Strategi yang telah ditetapkan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk
kebijakan. Dengan kebijakan yang ditentukan diharapkan strategi yang
dijalankan bias efektif untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Adapun

kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
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a. Melaksanakan intensifikasi usaha tani

b. Meningkatkan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman

¢. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak

d. Meningkatkan perlindungan hewan terhadap penyakit menular
strategis dan zoonosis

e. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil ternak

f. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian dan peternakan

g. Menyelenggaran bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani
tentang inovasi teknologi tepat guna dan penyediaan sarana teknologi
tepat guna

h. Sertifikasi lahan usaha pertanian

i. Melakukan cetak sawah, optimasi lahan dan pembukaan Iahan
hortikultura

j. Pengadaan alat dan mesin pertanian

k. Pembangunan JITUT, JIDES, Embung dan JUT

. Melakukan pengumpulan, penyajian dan penyebaran data dan
informasi

m. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Diklat,
magang atau bimbingan teknis

n. Penambahan jumlah sarana dan prasarana aparatur

0. Melakukan pemeliharaan barang inventaris dan asset secara berkala

p. Menyelenggarakan Diklat, bimbingan teknis, dan magang bagi

petani/peternak
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q. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani

6. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan ditunjang dengan struktur
organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 23 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang terdiri dari:
1). Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2). Sub Bagian Keuangan
3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang PLA, Sarana, Prasarana dan Pasca Panen, terdiri dari:
1). Seksi PLA dan Sarana Prasarana
2). Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen
d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1). Seksi Produksi Padi dan Palawija
2). Seksi Produksi Hortikultura dan Biofarmaka
3). Seksi Perlindungan Tanaman
e. Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak, terdiri dari:
1). Seksi Pembibitan dan Sumber Daya Ternak
2). Seksi Pakan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

3). Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
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f. Bidang Informasi, Teknologi dan Bina Usaha, terdiri dari:
1).Seksi Informasi, Pendataan dan Pengkajian Pengembangan
Teknologi
2). Seksi Kelembagaan, Permodalan dan Bina Usaha
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 105 orang yang terdiri dari 19
pejabat struktural, 23 orang pegawai non struktural, dan 62 orang tenaga honorer.
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan jumlah SDM (PNS) yang ada
keadaan tersebut telah mencukupi kebutuhan. Hal ini dengan telah terisinya
jabatan struktural yang ada. Namun demikian masih perlu tenaga PNS untuk
pengisian jabatan staf administrasi dan petugas lapangan di wilayah kecamatan
sebagai pengumpul data pertanian. Di samping itu prioritas perlu diberikan
kepada pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas aparatur,
terutama pada penguasaan teknis keahlian dan pengembangan keilmuan.
Berikut ini akan disajikan kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan:
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. . PNS Golonan | Non Tingkat Pendidikan

No | Klasifikasi 5/ in Ty pns | 7™ [smp SMA | D3| st [si] ™™
1. | Struktural ]

- Eselon Il 1 1

- Eselon III 4 11 1 311

- Eselon IV 13 3 13 3
2. | Non Jabatan 4 116| 3 23 1 16 4 | 2| - 23
3. | Honorer 62 62 41 3 |18 2

Jumlah 411612112 | 62 105 1 57 8 |37] 2 | 105
Sumber: Renstra Dispertanak Kabupaten Nunukan (2016)
8. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Nunukan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

dalam rangka menyikapi era keterbukaan informasi dan reformasi, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya harus mampu memberikan pelayanan informasi

produk yang dihasilkan dalam bentuk publikasi sebagai wujud keberpihakan

pemerintah terhadap masyarakat. Dalam memberikan pelayanan data dan

informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembangunan pertanian dan peternakan, yaitu sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengembangan

produksi tanaman pangan serta benih tanaman pangan dimana secara

sistematis tercakup masalah pemetaan potensi dan pengelolaan lahan

pertanian tanaman pangan, penanganan panen, pengolahan hasil,
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pemasaran dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan serta
melakukan evaluasi penerapan standar perbenihan tanaman pangan.

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengembangan
produksi hortikultura, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura
serta benih hortikultura yang mencakup masalah pemetaan potensi dan
pengelolaan lahan pertanian hortikultura, penanganan panen, pasca
panen pengolahan hasil pemasaran dan peningkatan mutu hasil
hortikultura serta melakukan evaluasi penerapan standar perbenihan
hortikultura.

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis produksi
peternakan, pengolahan hasil dan pemasaran produk hasil peternakan
yang mencakup pemetaan potensi kawasan peternakan dan
peningkatan populasi ternak yang meliputi ternak unggas, ternak kecil
dan ternak besar.

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, pengelolaan air,
lahan dan perluasan areal dimana secara sistematis tercakup masalah
pengembangan sumber air, rehabilitasi dan optimasi air, konservasi
serta kelembagaan, dan pengembangan rehabilitasi, konservasi,
optimasi dan pengendalian lahan pertanian, serta pengembangan

perluasan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.
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e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis, perlindungan
tanaman, pupuk pestisida serta alat dan mesin pertanian dimana secara
sistematis tercakup monitoring, peramalan dan pengendalian serangan
organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura, penggunaan
pupuk dan pestisida serta pengembangan alat dan mesin pertanian dan
kelembagaan.

f. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan
hortikultura yang mencakup pengumpulan bahan pelaksanaan
sertifikasi dan penilaian kultivar serta melakukan analisa mutu benih
dan pengawasan mutu benih.

g. Melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak, mutu semen beku dan
pakan ternak termasuk menyiapkan paket teknologi inseminasi buatan
dan bioteknologi budidaya.

h. Melakukan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman
pangan dan hortikultura serta pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit ternak dan pemusnahan produk hasil peternakan yang tidak
ASUH.

i. Melaksanakan kegiatan teknis dibidang benih padi, hortikultura dan
palawija yang mencakup pengadaan dan penyediaan benih sumber
benih dasar dan benih pokok serta melakukan pengembangan

teknologi produksi benih padi.
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j. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan
informasi statistik dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Nasional.

k. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimtek dan magang bagi
aparatur dan petani/peternak guna meningkatkan kemampuan dan
kualitas sumber daya pertanian dan peternakan.

Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan juga harus mampu menyikapi perkembangan masyarakat yang
demokratis, transparan, sejalan dengan perkembangan dan informasi, oleh
karenanya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan Kabupaten
Nunukan, yaitu peningkatan hasil-hasil pertanian dan peternakan terutama yang
berkaitan dengan swasembada pangan.

Produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Nunukan pada
tahun 2010 yaitu 38.454 ton, dimana produksi padi Kecamatan Nunukan 416 ton,
Kecamatan Nunukan Selatan 2.975 ton, Kecamatan Sebatik 8.409 ton, Kecamatan
Sebatik Barat 4.767 ton, Kecamatan Sebuku 849 ton, Kecamatan Sembakung
3.631 ton, Kecamatan Lumbis 2.912 ton, Kecamatan Krayan 11.416 ton, dan
Kecamatan Krayan Selatan 3.125 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Nunukan 140.842 jiwa dimana Kecamatan Nunukan 53.646
jiwa, Kecamatan Nunukan Selatan 12.283 jiwa, Kecamatan Sebatik 22.054 jiwa,
Kecamatan Sebatik Barat 10.400 jiwa, Kecamatan Sebuku 14.899 jiwa,
Kecamatan Sembakung 8.153 jiwa, Kecamatan Lumbis 9.906 jiwa, Kecamatan

Krayan 7.245 jiwa dan Kecamatan Krayan Selatan 2.256 jiwa.
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Secara umum Kabupaten Nunukan berdasarkan angka produksi telah dapat
mencukupi kebutuhan bahan pokok pangan (dilihat dari rata-rata tingkat konsumsi
beras nasional 139,15 kg/kapita/tahun). Namun hubungan antar kecamatan yang
masih sulit, menyebabkan kelebihan produksi di satu kecamatan tidak dapat
dipasarkan ke kecamatan lain dalam satu kabupaten, melainkan dipasarkan ke
kabupaten lain, bahkan dipasarkan keluar negeri.

Realisasi panen durian tahun 2010 mencapai 13.730 pohon dengan
produksi 1.540 ton. Sentra durian terdapat di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat,
Sembakung dan Lumbis. Realisasi luas panen pisang mencapai 13.734 pohon
dengan produksi 23.288 ton. Sentra tanaman pisang terdapat di Kecamatan
Sebatik dan Sebatik Barat. Sedangkan realisasi panen rambutan 19.775 pohon
dengan produksi 1.803 ton. Produksi buah-buahan, jika dihitung konsumsi buah
secara normal yaitu 0.6 kg/kapita/hari, sebenarnya belum dapat memenuhi
kebutuhan buah-buahan sendiri, apalagi untuk buah-buahan yang memenuhi
standard internasional (mutu buah untuk ekspor).

Kabupaten Nunukan selain sebagai produsen masih merupakan pasar yang
cukup potensial untuk produk buah-buahan. Selama kurun waktu lima tahun
terakhir sub sektor pertanian tanaman pangan adalah penyumbang Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua terbesar pada sektor pertanian di bawah
sub sektor kehutanan dengan nilai Rp 460,985 milyar dari Rp 1.857,030 milyar
sumbangan sektor pertanian. Sedangkan sub sektor peternakan menyumbang
PDRB sebesar Rp 209,641 milyar dari sektor pertanian. Laju pertumbuhan sub
sektor peternakan pada tahun 2010 yaitu 1,24% dari 1,03% laju pertumbuhan

sektor Pertanian. Namun laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan mengalami
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penurunan yaitu sebesar -5,18%. PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan
merupakan 32.25% dari PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2010, sub sektor
peternakan 14,68% dari PDRB Kabupaten Nunukan.

Tahun 2012-2016 untuk sub sektor tanaman pangan diarahkan untuk
pengembangan komoditas padi dan ubi kayu. Produksi padi untuk mencapai
kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan maka produksi padi harus mencapai
49.000 ton/tahun. Sedangkan kemampuan produksi padi tahun 2010 hanya
mencapai 38.454 ton. Jadi diperlukan penambahan areal sekitar 2.940 ha. Ubi
kayu ditargetkan mencapai produksi 17.200 ton, yang diperkirakan memerlukan
perluasan lahan sebanyak 1.275 ha. Pengembangan komoditas padi, juga
diarahkan untuk melestarikan Padi Adan yang tersebar di Kecamatan Krayan dan
Krayan Selatan, sebagai salah satu plasma nutfah Kabupaten Nunukan.

Pengembangan Padi Adan dituyjukan untuk pengembangan genetik,
penanganan pasca panen dan penataan pemasaran. Pada sub sektor hortikultura,
pembangunan diarahkan untuk pengembangan komoditas buah-buahan yang
memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi ciri khas Kabupaten
Nunukan. Untuk tahun 2012-2016, pengembangan hortikultura berfokus pada
buah pisang, durian dan jeruk. Pisang direncanakan untuk dilakukan perluasan
areal 500 ha, durian 300 ha dan jeruk 500 ha. Pengembangan tanaman pangan dan
hortikultura direncanakan akan didukung oleh pengembangan irigasi, pembuatan
jalan usaha tani dan jalan produksi, peningkatan penggunaan alat mesin produkst,
perbaikan manajemen produksi, penanganan pasca panen dan mendukung

pengembangan industri kecil pengolah hasil pangan dan buah-buahan.
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Pembangunan sub sektor peternakan tahun 2007-2011 merupakan
kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan sebelumnya. Ke depan tantangan
yang dihadapi akan sangat sulit. Konsumsi harapan pangan asal ternak penduduk
Indonesia menurut Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional LIPI tahun 1998 harus
setara daging 10,3 kg, telur 6,5 kg dan susu 7,2 kg/kapita/tahun, untuk mencapai
standard gizi protein hewani asal ternak 6 g/kapita/tahun.

Kabupaten Nunukan pada tahun 2004, konsumsi pangan asal ternak
mencapai setara daging 9,28 kg dan telur 1,34 kg/kapita/tahun atau mencapai 5,18
kg protein asal ternak/kapita‘hari. Jika melihat struktur konsumsi, penduduk
Nunukan hampir bisa memenuhi kebutuhan protein asal ternak, apalagi jika
protein susu olahan diperhitungkan dalam konsumsi. Hanya saja harus diingat,
struktur konsumsi tersebut 85-90% masih ditopang import. Kemampuan
swasembada hanya mencapai 15% dari kebutuhan. Untuk mencapai swasembada
penuh, dibutuhkan penyediaan 10 kg konsumsi daging asal ternak/kapita/tahun.

Dalam rangka mencapai swasembada daging seperti yang diinginkan
Pemerintahan Propinsi, konsentrasi penyediaan daging hanya difokuskan pada
penyediaan daging sapi. Selain untuk mempermudah perhitungan, juga karena
konsumsi daging ternak besar umumnya disediakan oleh daging sapi. Menurut
perhitungan tersebut untuk sapi saja pada tahun 2011, Kalimantan Utara
membutuhkan populasi ideal sebanya 600.000 ekor, sementara pada tahun 2010
hanya tersedia populasi sapi 107.200 ekor atau 18% dari seharusnya. Hal yang
sama juga dihadapi oleh Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan peta kemampuan dan pengalaman selama ini, dibuat 3

skenario pencapaian swasembada. Skenario pertama adalah skenario sangat
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optimis, diasumsikan bisa mencapai konsumsi 10 kg/kapita/tahun dari produksi
lokal; skenario kedua adalah skenario optimis, dengan asumsi pertumbuhan 50%,
yaitu 7.5 kg/kapita/tahun dan skenario ketiga adalah skenario realistik, yaitu
kondisi tanpa pertumbuhan dengan pencapaiam swasembada 5 kg/kapita/tahun,
sama seperti saat ini, hanya import diasumsikan tidak ada lagi.

Skenario pertama membutuhkan populasi ideal 37.000 ekor sapi,
sedangkan kenyataannya pada tahun 2010 Kabupaten Nunukan hanya memiliki
populasi 5.500 ekor sapi saja, atau 15% dari seharusnya. Untuk itu diperlukan
pertumbuhan konstan sebesar 20% per tahun atau setara dengan 6.300 ekor sapi.
Jadi setiap tahun populasi harus tumbuh 115% dari populasi sekarang. Hal yang
mustahil dicapai. Skenario kedua membutuhkan populasi sapi 25.200 ekor sapi.
Dari populasi sekarang harus terjadi kenaikan sebesar 19.700 ekor atau 4 kali lipat
dari populasi sekarang. Skenario ini mensyaratkan pertumbuhan konstans 3.900
ekor per tahun atau 70,91% dari populasi saat ini. Ini pun belum mungkin akan
tercapai. Dengan skenario ketiga dicoba untuk realistis. Tidak dibayangkan ada
kenaikan konsumsi. Konsumsi diasumsikan tetap seperti saat ini, hanya
menihilkan import, atau tetap ada import, tetapi sampai konsumsi 5
kg/kapita/tahun, dipenuhi dari ternak lokal.

Skenario ini membutuhkan sapi sebanyak 17.000 ekor, sehingga masih
defisit 11.500 ekor. Keadaan ini mensyaratkan bahwa pertumbuhan konstan per
tahun sebanyak 2.300 ekor atau 41,82% dari populasi tersedia. Untuk
mencapainya perlu dibuat lagi skenario peran pemerintah. Skenario pertama
adalah skenario dominan, yang mensyaratkan peran pemerintah sebesar 75%,

skenario kedua adalah skenario pengimbang, peran pemerintah nasih sebesar
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50%, dan skenario ketiga adalah skenario pendamping, dengan peran pemerintah
dalam penyediaan populasi sapi hanya sebesar 25%.

Skenario ketiga ini adalah skenario ideal yang sedang menjadi trend bagi
pembangunan di Indonesia yang menonjolkan peran swasta dan masyarakat.
Pemerintah akan bertindak sebagai pengisi kekosongan celah pembangunan yang
tidak mungkin diisi oleh swast dan masyarakat, misalnya peningkatan derajat
kesehatan ternak, pembibitan, pemuliabiakan, penyediaan sarana dan regulasi
yang proaktif. Dengan cara ini anggaran yang tersedia akan lebih didayagunakan
untuk peningkatan kualitas pembangunan peternakan.

Peran 75% pemerintah dalam penyediaan sapi mensyaratkan tiap tahun
pemerintah harus menyediakan 1.700 ekor sapi bibit, peran 50% masyaratkan
pemerintah menyediakan 1.150 ekor sapi per tahun dan peran 25% mansyaratkan
penyediaan 575 ekor sapi bibit per tahun. Peran pemerintah ini membutuhkan
anggaran minimal sebesar 4,6 milyar per tahun.

Konsekuensi pilihan skenario ini adakah meningkatkan peran swasta dan
masyarakat. Selama ini sektor ini belum digarap secara maksimal, padalah
potensinya sangat besar untuk mendukung pencapaian program pembangunan
peternakan yang diharapkan. Perlu pemikiran cerdas dan progresif untuk menarik
swasta dan masyarakat terlibat dalam pembangunan peternakan.

Pada tahap awal mungkin diperlukan semacam lokakarya dan kampanye
untuk menyatukan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan swasta dan
masyarakat dalam pembangunan peternakan dan pada tahap berikutnya diperlukan
pengerahan modal yang terarah oleh swasta dan masyarakat sebesar 1,8 milyar per

tahun untuk bersama-sama membangun peternakan, mengingat Kabupaten
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Nunukan memiliki potensi satuan ternak sebesar 169.342 dan baru digunakan

sebanyak 6.014 ST, sehingga masih terdapat kekosongan sebesar 163.327 ST.

B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa

Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Proses pemberdayaan (empowerment) peternak adalah suatu kondisi yang
dapat menumbuhkan kemandirian petani-peternak melalui pemberian kekuatan
atau daya. Pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas
memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat
kesadaran, kemampuan, dan keinginan. Petani juga diberi kesempatan untuk
belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan respon terhadap
perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya.

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan merupakan program dari
Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan
pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan merupakan salah satu subsidi dari
pemerintah untuk rumah tangga petani miskin berupa bantuan modal usaha baik
dalam bentuk barang sarana produksi pertanian maupun dalam bentuk modal
keuangan. Subsidi dipandang sebagai pajak negatif (negative tax), karena subsidi
menambah pendapatan nyata.

Sebagaimana halnya pajak, manfaat pemberian subsidi terbagi-bagi antara

produsen dan konsumen, tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. Jika
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subsidi diberikan kepada petani, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan
bawah. Hal ini berimplikasi kepada penurunan harga disertai penambahan output
hasil pertanian. Efek positif dari pemberian subsidi adalah peningkatan daya beli
masyarakat sehingga terjadi peningkatan output.

Operasional penyaluran dana Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakm; dalam hal penyaluran dana
penguatan modal kepada anggota. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam
pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, Gapoktan didampingi
oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan
dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan
sebagai penyalur Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan antara lain:
memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur
kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh
bupati atau walikota (Kementerian Pertanian, 2011).

Tujuan utama dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan
pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan
potensi wilayah.

b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus

gapoktan, penyuluh pertanian, dan penyelia mitra tani.
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¢. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk

mengembangkan kegiatan agribisnis.

d. Meningkatkan fungsi kelembagaan jejaring atau mitra kelembagaan

keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program Pengembangan Usaha
Agribisnis Peternakan adalah sebagai berikut:

a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai

dengan potensi pertanian desa;

b. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk

menjadi kelembagaan ekonomi;

c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/

peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan

d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian,

mingguan, maupun musiman.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008, pelaksanaannya melalui
pendekatan dan strategi sebagai berikut: (1) Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaaan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan; (2) Optimalisasi
potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau; (3) Fasilitasi modal usaha bagi
petanikecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; 4) Penguatan kelembagaan
gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki petani.

Indikator keberhasilan output antara lain:

a. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan kepada petani, buruh tani
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dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha
untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan

b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber
daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia
mitra tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan
mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik,
petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;

b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang
mendapatkan bantuan modal usaha;

c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir)
di perdesaan; dan

d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh
tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi
daerah;

Sedangxan indikator benefit dan Impact antara lain:

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga
tani dilokasi desa Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan.

b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan
dikelola oleh petani; dan

c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.
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Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan
program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, akan digunakan salah satu
indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator
yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan
pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa
digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang.

Untuk mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan dana
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan berjalan lancar, maka dibentuklah
suatu tim pemantau, pembinaan, dan pengendalian di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang
menangani Bantuan Lansung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis
Peternakan di tingkat kabupaten/kota; koordinasi dan pengendalian; serta
mengembangkan sistem pelaporan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan di lapangan nantinya.

Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim
pusat Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan melalui pertemuan reguler dan
kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan sesuai dengan kebijakan umum
Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan provinsi hingga tim teknis Pengembangan Usaha
Agribisnis Peternakan kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan regular dan

kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
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Berdasarkan  hasil ~wawancara terkait Implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan Bapak
Ir. Jabbar, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan dilakukan dengan pemberian bantuan bibit sapi
melalui kelompok tani hal ini dilakukan dengan tujuan diharapkan anggota
kelompok tani/ternak dapat mengembangkan jumlahnya dan dimanfaatkan
sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan cara menjual hasil ternaknya
jika ada keperluan mendesak seperti pendafataran anak sekolah atau biaya
perawatan rumah sakit”.

Hal yang sama diungkapakan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan
Bina Usaha Bapak Junaidi, SP. yang mengatakan Bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan
dilakukan Melalui usulan dari kelompok tani kepada Pemerintah Daerah,
dalam hal ini Dispertanak Kab. Nunukan yang dengan tujuan
Meningkatkan SDM petani/peternak dan kesejahteraannya”.

Hal sama pula diugkapakan Oleh Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo
Bapak Yoktan R. Oranay yang mengatakan bahwa:

“Mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui
agribisnis peternakan yaitu pada tahap awal mengajukan proposal
permohonan bantuan selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi serta
penentuan calon penerima dan calon lokasi”.

Adapun terkait sumber dana Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
dan Peternakan Kab. Nunukan mengatakan bahwa:

“Sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi (APBD 1) yang pada waktu itu adalah melalui Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Timur dan sejak tahun 2013 berpindah melalui Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
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Nunukan (APBD II) melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan telah dipahami baik dari sisi pemerintah daerah ataupun dari
kelompok tani, yang mana dalam tujuannya yaitu untuk mensejahterakan
kelompok tani yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Dalam wawancara selanjutnya tentang persyaratan masyarakat untuk
menjadi anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan
dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Persyaratan masyarakat untuk dapat menjadi anggota kelompok tani
dalam program tersebut adalah mempunyai KTP dengan domisili yang
sama dengan kelompok tani yang sama, mempunyai lahan/tempat untuk
penggembalaan ternak, mempunyai kandang atau bersedia membuat
kandang sapi serta mempunyai pengalaman dalam hal beternak terutama
ternak sapi”.

Pernyataan dari Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
diperkuat oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding
Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Syarat masyarakat untuk menjadi anggota kelompok adalah identitas diri
berupa KTP dan KK yang masih berlaku. Domisili anggota bisa
berdasarkan kedekatan lokasi/hamparan tempat lokasi kegiatan, atau
berdasarkan kedekatan domisili”.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo Bapak

Yoktan R. Oranay yang mengatakan bahwa:
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“Anggota kelompok tani ditentukan berdasarkan tingkat kesanggupan
peternak dalam memelihara dan merawat ternak baik secara individu
maupun secara berkelompok, memiliki lahan penanaman hijauan
makanan ternak dan bersangkutan berada pada lokasi atau wilayah binaan
dari PPL setempat”.

Kemudian anggota kelompok tani Bapak Arifuddin mengatakan bahwa:

“Cara menentukan yang berhak menjadi anggota kelompok tani adalah

dengan rapat anggota kelompok yang didampingi oleh perangkat desa dan

juga petugas penyuluh lapangan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses atau
prosedur untuk menjadi anggota kelompok tani sudah berjalan dengan baik hal ini
terlihat dari paham dan mengertinya kelompok tani dalam menentukan kelompok
tani secara prosedur administrasinya.

Wawancara selanjutnya yaitu terkait proses sosialisasi dan seleksi program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Kabid
Informasi Teknologi dan Bina Usaha Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Junaidi, SP. Yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dan seleksi umumnya dilakukan oleh petugas dinas, juga

dibantu petugas penyuluh. Pelaksanaan seleksi biasanya dimulai dari hal

administrasi, kemudian pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian
data, dilanjutkan dengan penilaian”.

Hal yang sama diungkapkan Kabid Produksi dan Sumber Daya Ternak
Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan

yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program

pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat membentuk
kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan, sedangkan
proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima bantuan
adalah dengan bertatap muka secara langsung dengan anggota kelompok
tani yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan ke Dispertanak

Kab./Kota terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh Lapangan kemudian
melakukan wawancara dengan para anggota kelompok tani terkait hal-hal
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mengenai tata cara beternak untuk mengetahui kesiapan dan kelayakan

para anggota menerima bantuan. Selain itu, petugas CPCL juga

mengumpulkan informasi-informasi terkait anggota kelompok tani calon

penerima dari PPL dan aparat desa setempat”.

Hal senada diungkapkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Bapak
Nirwana, S.Pt. M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Proses penentuan calon penerima bantuan yang dianggap mampu dan

layak menerima bantuan yaitu melalui pertemuan rutin dan mengajukan

persyaratan yang harus ditaati”.

Kemudian hal sama pula diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani yang
mengatkan bahwa:

“Proses sosialisasi yang dilakukan Dispertanak Kabupaten Nunukan

dengan menghadiri rapat desa dan mendatangi petani/peternak untuk

melakukan sosialisasi program”.

Dari hasil wawancara tersebut, proses sosialisasi yang dilakukan oleh
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari proses
sosialisasi dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan tersamapikan melalui pertemuan atau rapat dengan kelompok tani.

Terkait dengan proses pemberian bantuan Kepala Dinass Pertanian,
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si.
mengatakan bahwa:

“Proses pemberian bantuan dilakukan setelah proses CPCL dan verifikasi

dilakukan hingga diperoleh jumlah kelompok tani/ternak sesuai dengan

yang tertera dalam anggaran. Bantuan sapi bibit yang diberikan pada

umumnya berjumlah 2 ekor sapi betina untuk setiap anggota kelompok

dan 1 ekor sapi pejantan untuk ketua kelompok atau anggota kelompok

tani yang dianggap mampu memelihara sapi pejantan atau anggota
kelompok tani yang lokasi berada di tengah-tengah anggota kelompok tani
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lain sehingga jika nantinya ada sapi betina yang birahi, sapi pejantan
tersebut dapat digiring ke kandang sapi betina yang birahi tersebut”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Produksi dan
Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Kalau ada kegiatan yang berupa bantuan, Dinas meberitahukan kepada
PPL untuk disosialisasikan kepada kelompok tani. Kelompok tani
mengajukan permohonan bantuan atas rekomendasi kepala desa dan camat
setempat. Jika kelompok tani tersebut ditetapkan sebagai penerima
bantuan, dalam penyerahannya Dinas memberitahukan kepada desa dan
camat. Selain itu dalam musrembang Dinas melakukan sosialisai terhadap
rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti paket bantuan apa yang akan
diberikan kepada masyarakat™.

Adapun prosesnya menurut beliau adalah sebagai berikut:

“Petani mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, cq.
Kadispertanak Kabupaten Nunukan, kemudian Dinas mempelajari
proposal-proposal yang diusulkan oleh kelompok tani, dan mengecek
kelengakapan administrasi, kemudian melakukan CP/CL untuk mecegah
adanya kelompok tani fiktif juga untuk mengetahui kesiapan para
kelompok tani dalam menerima paket bantuan yang akan diberikan.
Berdasarkan hasil tersebut diatas Dinas akan menilai kelompok mana yang
patut/layak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Setelah
ditetapkan, maka dibuatkan SK penerima bantuan”.

Dari hasil wawancara, bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan
oleh Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Nunukan dilakukan melalui
proses atau tahapan yang dilakukan oleh kelompok tani dari tahapan sosialisasi,
pengajuan sampai pada penerimaan sudah berjalan dengan baik.

Terkait dengan bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada
kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan Kepala Dinas mengatakan bahwa:

“Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok tani penerima bantuan

adalah dengan melakukan kunjungan secara terjadwal kepada kelompok
tani, untuk memberikan penyuluhan tentang tata cara beternak yang baik
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meliputi cara pemberian pakan sesuai kebutuhan ternak, cara deteksi birahi
ternak, cara deteksi penyakit/gangguan kesehatan ternak secara sederhana,
cara pertolongan pertama jika ada ternak yang sakit; melakukan pelayanan
kesehatan hewan dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). Pelatihan yang
diberikan kepada peternak salah satunya adalah pelatihan pengolahan
pakan ternak sederhana dan pelatihan pengolahan kotoran ternak untuk
pupuk kandang atau biogas serta ada beberapa anggota kelompok
tani/ternak yang dikirim pelatihan sebagai petugas IB”.

Hal yang sama diungkapkan Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak
Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Dari pihak Dispertanak Kabupaten Nunukan biasanya penanggung jawab
kegiatan ataupun siapa saja yang pendidikannya memiliki back ground
dibidang peternakan melakukan kunjungan langsung dilapangan (penerima
bantuan) dan saling berdiskusi dua arah, dimana petani menyampaikan
keluhan berupa hambatan ataupun sesuatu yang mereka anggap suatu
keberhasilan kepada petugas tersebut, kemudian diberikan masukan oleh
petugas tersebut. Untuk pelatihannya sendiri kami (Dispertanak) juga
mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan peternak,
berupa BIMTEK misalnya”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Bapak
Nirwana, S.Pt. M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Penyuluhan dilakukan secara rutin kepada anggota kelompok tani dan

difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat. Penyuluhan

dilakukan oleh PPL yang telah diberikan tugas oleh dinas terkait sesuai

tupoksi masing-masing pada wilayah binaan”.

Adapun menurut ketua dan anggota kelompok tani, bahwa:

“Penyulubhan/pembinaan/pelatihan  dilakukan oleh petugas teknis dari

provinsi atau kabupaten/kota dan didampingi oleh PPL setempat. Yang

memberikan penyuluhan adalah petugas penyuluh lapangan, yang

melakukan pembinaan dan pelatihan adalah Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pembinaan dan pelatihan yang
diberikan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat

melalui pengembangan udaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa

Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal
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ini terlihat dari dilakukannya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani.
Terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten
Nunukan, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan mengatakan bahwa:
“Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah
keterbatasan anggaran, keterbatasan akses jaringan internet yang
mempengaruhi proses pengajuan e-proposal, kesulitan menjangkau
daerah-daerah yang terbatas transportasinya, keterbatasan kemampuan
kelompok tani dalam berbahasa Indonesia sehingga menghambat proses
CPCL”.
Hal lain diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
mengatkan bahwa:
“Kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan yaitu masyarakat
lebih fokus pada mata pencaharian pokok sebagai petani rumput laut dan
untuk memelihara ternak hanya sebagai usaha sampingan selain sistem
bagi hasil atau perguliran belum dipahami sepenuhnya oleh anggota
kelompok tani”.
Adapun dari pernyataan anggota kelompojk tani terkait dengan kendala
yang dihadapi, mereka mengatakan bahwa:
“Kendala yang dihadapi sering pada tataran teknis yaitu dalam proses
penggemukan sapi diantaranya kurangnya pengetahuan peternak dalam
penggemukan sapi, ternak dipelihara tanpa dikandangkan, kurangnya
penggunaan suplemen nutrisi untuk penggemukan serta kurangnya
penanaman HMT unggul”.
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di

Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kadis
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Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakann terdapat beberapa kendala
diantaranya jumlah anggaran yang terbatas, letak geografis, dan SDM.

Kemudian terkait dengan pedoman pelaksanaan serta pertimbangan suatu
daerah mendapatkan bantuan dalam perencanaan program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kadis Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Perencanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah
ditetapkan adapun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan
bantuan ke suatu daerah adalah potensi wilayah meliputi luas lahan
penggembalaan, SDM calon penerima meliputi pengalaman beternak;
pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; kemampuan mendeteksi birahi
ternak; akses transportasi yang memudahkan pengawasan dan pembinaan
kelompok tani/ternak™.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak
Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan program saya pikir sudah sesuai dengan pedoman yang ada
kita lakukan pengkajian terhadap potensi yang dimiliki untuk
mengembangkan agribisnis peternakan. Adapun pertimbangan suatu
daerah mendapatkan bantuan: Pertimbanannya: di wilayah tersebut
memiliki populasi ternak (sapi) yang tinggi, akses untuk pemasaran mudah
dan akses sumber modal gampang”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pedoman pelaksanaan
serta pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan dalam perencanaan
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten

Nunukan menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

sudah sesuai dengan pedoman yang ada.
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Selanjutnya terkait dengan bantuan dan jumlah yang diberikan oleh Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada
kelompok tani, Kepala Dinass Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan

kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan

Kabupaten Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit,

Sapi Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi

buatan. Bantuan bidang pertanian berupa bantuan bibit holtikultura, bibit

durian, alat pertanian dan optomalisasi lahan. Jumlah bantuan yang
diberikan pada saat ini sebanyak 2 ekor sapi /kk dengan jumlah anggota

20-25 anggota/kelompok tani”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak
Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan
kepada kelompok tani kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kab. Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi
Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi
buatan. Bantuan ke kelompok tani sebanyak 2 ekor/KK dengan jumlah
anggota 20-25 orang/ kelompok tani”.

Ketua Kelompok Tani membenarkan bahwa:

“Bentuk bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Peternakan berupa bibit ternak, bibit hijauan makanan ternak dan

obat-obatan ternak. Nominal bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit
ternak 2 ekor/KK dan bibit hijauan makanan ternak 1 paket”.

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa bantuan serta jumlah yang
diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan kepada kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan yaitu berupa bibit sapi dengan jumlah 2 ekor /KK.

Kemudian terkait dengan peran pihak-pihak terkait dalam rogram

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di
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Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kepala Dinass Pertanian,
Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Peran aparat dalam membentuk kelompok tani adalah memfasilitasi
proses pembentukan kelompok melalui musyawarah serta peran PPL ang
sangat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
melalui pemberian ternak sapi bibit karena dapat bertindak sebagai
fasilitator sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan ini. PPL juga
bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi proposal yang
diajukan kelompok tani, menyeleksi kelengkapan administrasi proposal,
memfasilitasi proses CPCL hingga penyerahan bantuan ternak serta
membantu pengawasan perkembangan ternak bantuan sapi. Petugas
Penyuluh Lapangan berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak
Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Peran aparat setempat sangat mendorong warganya agar mereka dapat
membentuk kelompok, hal ini didasarkan karena dengan kelompok tani
harapan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah lebih besar.
Peran lain yang cukup membantau adalah PPL penyuluh tersebut yang
senantiasa aktif memberikan pengarahan. Selain penyuluh tersebut
Dispertanak juga aktif meberikan masukan khusunya dalam membina
kelompok penerima”.

Adapun dari pernyataan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
mengatkan terkait peran pihak terkait mengatakan bahwa:

“Peranan Kepala Desa dalam proses pembentukan kelompok tani pada
dasarnya adalah ikut mendukung dalam rangka pembangunan agribisnis
peternakan. Adapun tugas saya sebagai PPL dalam pengembangan
agribisnis peternakan yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan atau
pemahaman tentang cara beternak yang baik untuk kesejahteraan anggota.
Tujuan diikutsretakan PPL. dalam pembangunan agribisnis peternakan
yaitu sebagai wadah aspirasi peternak dalam menyampaikan ide dan
gagasan atau usulan kepada pemerintah.

Beliau juga menambahkan bahwa:
“Petugas penyuluh lapangan berasal anggota PNS/NonPNS yang diberikan
tugas sesuai tupoksi yang diberikan dari dinas terkait. Tugas yang diemban

oleh petugas PPL yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan,
memberikan pemahaman dalam budi daya ternak, melaksanakan tugas
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sesuai tupoksi yang diberikan pemerintah. Bentuk pelaporan yang
dilaksanakan oleh PPL yaitu membuat kegiatan harian atau bulanan yang
selanjutnya direkap untuk dilaporkan ke atasan atau dinas terkait”.

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa terkait denng peran para
pihak terkait dalam program rogram pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan
Selatan sudah sesuai dengan tgas dan tupoksinya masing-masing, Kepala Desa
sebagai pemerintahan terbawah berperan membentuk kelompok tani sedankan
penyeluh/ PPL memeberikan pemahaman kepada para kelompok tani.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Program
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan,
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah

program monitoring dan pembinaan kelompok tani. Pelatihan atau

penyuluhan yang diberikan kepada para anggota kelompok tani adalah
pelatihan pengolahan pakan ternak secara sederhana dan ada beberapa
anggota kelompok tani vang dikirim pelatihan petugas IB. Materi yang
diberikan pada pelatihan tersebut adalah cara pengolahan pakan ternak
berbahan jerami padi secara sederhana yaitu dengan metode amoniasi dan
pembuatan silase, sedangkan pada pelatihan petugas IB materi yang
diberikan adalah pengetahuan deteksi birahi dan pelaksanaan IB.Pelatihan
pengolahan pakan ternak dilaksanakan selama 3 hari sedangkan pelatihan

IB bagi kader dilaksanakan selama 21 hari”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani, Bapak Yoktan R.
Oranay yang mengatakan bahwa:

“Jenis materi yang diberikan dalam pemantapan pemberdayaan agribisnis

peternakan yaitu teknik memelihara ternak, penerapan teknologi tepat

guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan hijauan
makanan ternak. Waktu yang dibutuhkan dalam pemantapan kegiatan
tersebut yaitu 1-2 tahun setelah terima bantuan”.

Hal sama diungkapkan oleh Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si. yang mengatakan bahwa:
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“Kegiatan penyuluhan atau pelatthan merupakan sarana untuk
memberikan edukasi kepada petani tentang teknis pelaksanaan program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis
Peternakan Kabupaten Nunukan”.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan
merupakan kegiatan yang sangat mendukung kegiatan pogram pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten
Nunukan adapun kegiatannya terkait dengan pakan ternak dan penerapan
teknologi tepat guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan
penghijauan makanan ternak.

Terkait dengan realisasi hasil dari adanya program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinass
Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir.
Jabbar, M.Si. mengatakan bahwa:

“Realisasi bantuan sapi bibit yang diberikan kepada masyarakat sangat
bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan peternak karena dengan
adanya sapi-sapi tersebut yang telah berkembang biak dapat disimpan
sebagai cadangan dana untuk keperluan penting seperti pendidikan anak,
biaya perawatan rumah sakit atau untuk acara keluarga serta dapat
dijadikan modal usaha”.

Kabid Produksi dan Sumber Daya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu,
M.Si menambahkan bahwa realisasi hasil dari program tersebut 100% baik.

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas dapat dikatakan bahwa
realisasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis

peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten

Nunukan sudah terrealisasikan dengan baik.
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Secara umum dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha
Agribisnis Peternakan sudah berjalan dengan baik dimulai dari tahap mekanisme,
sosialisasi, penyampaian bantuan serta proses pendampingan dan penyuluhan

dapat terealisasikan sesuai acuan yang ada.

2. Pencapaian Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan yang
telah berlangsung di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan,
Kabupaten Nunukan diawali dari proses perencanaan program diawali dari proses
persiapan sebelum dana program dicairkan. Proses persiapan tersebut meliputi
kegiatan identifikasi dan verifikasi desa penerima program dilakukan oleh
penyuluh pendamping. Identifikasi potensi Kelurahan Mansapa dilakukan dengan
cara anjangsana ke rumah masyarakat petani, diskusi serta kunjungan langsung ke
lapangan. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasai program yang dilaksanakan
pada awal pelaksanaan program. Proses sosialisasai program dilakukan dari
tingkat propinsi hingga tingkat desa penerima program.

Sosialisasi di tingkat Provinsi dilakukan sekali pada saat awal program
dicanangkan. Proses perencanaan program kurang berjalan dengan baik, demikian
pula pelaksanaan program kurang sesuai dengan pedoman teknis program.
Adapun proses pelaporan program yang berjalan dibuat didasarkan pada

pelaporan tahun pertama dan pelaporan tahun kedua. Laporan perkembangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42354 pdf
84

pelaksanaan program pada tahun pertama dibuat berdasarkan panduan dan
pendampingan oleh penyuluh pendamping, sehingga memang kurang sesuai
dengan pedoman teknis program.

Laporan perkembangan pada tahun yang kedua setelah program berjalan
sudah berdasarkan panduan penyelia mitra tani dan penyuluh pendamping. Hasil
pelaporan dari tahun pertama maupun pada tahun kedua bila dilihat memang
kurang mampu mengambarkan perkembangan program secara keseluruhan. Hal
ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pengurus, maka laporan
hanya mampu disajikan dalam bentuk yang sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Pertanian, Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si. tentang pencapaian
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten
Nunukan terkait dengan indikator keberhasilan, mengatakan bahwa:

“Tingkat keberhasilan program ini tentunya belum 100% berhasil
dikarenakan masih ada kendala dan masalah yang perlu diperbaiki atau
diselesaikan, tetap tentunya program ini sudah cukup baik hal ini terlihat
dari Indikator keberhasilan program ini yang paling mudah diukur adalah
peningkatan populasi sapi di Kabupaten Nunukan secara umum dan di
Kelurahan Mansappa secara khusus, selain itu ada peningkatan
pengetahuan petani tentang cara pengolahan pakan, cara pengolahan
limbah, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit ternak dan
pengobatannya secara sederhana serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang dapat dilihat dari bertambah banyak anak petani/peternak
yang bisa kuliah”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Produksi dan
Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Indikator keberhasilan dapat dilihat dari bertambahnya warga yang
menjadikan agribisnis peternakan sebagai usahanya, adanya nilai
tambah/pendapatan yang diterima oleh peternak (pendapatan petani makin
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tinggi), terbentukanya wusaha lain yang tekait dengan agribisnis
peternakan”.

Adapun menurut Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha
mengatakan bahwa:

“Keberhasilan program ini belum 100% akan tetapi Keberhasilan dari
program ini sudah bisa dikatakan baik hal dapat kita lihat dari jumlah
Populasi ternak yang bertambah dan adanya usaha ekonomi mikro petani
dari bidang peternakan”.

Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dimana
populasi ternak semakin bertambah”.

Adapun menurut Ketua Kelompok Tani, ia megatakan bahwa:

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa program ini sudah berhasil
sepenuhnya akan tetapi pengembangan agribisnis peternakan di kelurahan
Mansapa sudah menunjukan kemajuan yang berarti tetapi masih ada
kendala yang dihadapi khususnya dalam hal pengelolaan hijauan makanan
ternak pada musim kemarau”.

Hal yang sama diungkapkan anggota kelompok tani, bahwa:

“Indikator keberhasilan dari program ini yaitu kemajuan berupa jumlah
ternak yang semakin banyak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Pencapaian Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan salah
satu indikatornya adalah bertambahnya populasi binatang ternak dan munculnya
kegiatan ekonomi lainnya yang menyebabkan kesejahteraan petani meningkat.

Selain daripada itu bahwa hal yang terkait dengan progres atau kemajuan
dalam Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
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Kabupaten Nunukan menurut Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kab. Nunukan Bapak Ir. Jabbar, M.Si mengatakan bahwa:

“Kemajuan yang ditunjukkan sangat berarti yaitu dapat dilihat dari
semakin banyaknya minat masyarakat untuk beternak sapi”.

Hal sedikit berbeda diungkapkan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan
Bina Usaha yang mengatakan bahwa:

“Kemajuan yang dicapai cukup berarti, tapi belum sesuai harapan yang
ideal karena hal-hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi”.

Hal lain pula dikatakan oleh Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya
Ternak Bapak Ir. Desi Toding Datu, M.Si., yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami puas dengan hasil yang dicapai akan tetapi yang kami
inginkan adalah semakin banyaknya jumlah rantai usaha antara satu
dengan yang lain sangat terkait. Sebagai contoh agribisnis usaha
penggemukan sapi, yang kami harapkan disini jumlah suatu usaha yang
mendukung usaha penggemukan tersebut, seperti tumbuhnya usaha
masyarakat yang menyediakan pakan kosentrat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kemajuan dalam
Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha
Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan menunjukan adanya kemajuan, akan tetapi perlu peningkatan
dalam bidang lainnya seperti bidang agribisnis yang terkait dengan peternakan.

Dalam Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan tentunya mengalami hambatan, adapun
menurut Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Bapak Ir. Jabbar, M.Si. yang mengatakan bahwa:
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“Faktor penghambat program ini antara lain kurang kompaknya anggota
kelompok tani/ternak dalam menyamakan visi dan misinya dalam
mengelola bantuan ternak sapi ini sehingga terkadang ada anggota
kelompok yang bisa sukses dan ada anggota kelompok tani/ternak yang
gagal dalam mengembangkan ternaknya”.
Hal lain diungkapkan Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha
yang mengatakan bahwa:
“Hambatan yang ada dalam pencapaian program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
adalah sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang ada”.
Hal senada diungkapkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
mengatakan bahwa:
“Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pemahaman peternak terhadap
teknologi tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi yang intens demi
peningkatan SDM peternak”.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota kelompok tani yang
mengatakan bahwa:
“Faktor yang menghambat: kurangnya pemahaman peternak terhadap
teknologi penerapan tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi lagi demi
peningkatan SDM petani peternak”™.
Adapun menurut Kepala Bidang Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak
Ir. Desi Toding Datu, M.Si. mengatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi penghambat: Sumber bahan baku pendukung dan
modal tambahan, untuk kelanjutan program bantuan”.

Dari hasil wawancara diatas terkait hambatan dalam pencapaian program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan adalah

faktor sumber daya manusiannya dan faktor angaran yang terbatas.
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Terkait dengan harapan yang ingin dicapai dalam program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kadis Pertanian,
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agtibisnis

petemakan di Kelurahan Mansapa diharapkan dapat ditindak lanjuti

mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik secara
luas maupun secara individu”.

Hal lain diungkapkan oleh Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina
Usaha yang mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai harapan program pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan

khusunya Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan yaitu

Meningkatnya kreatifitas kelompok tani, meningkatnya peran penyuluh

lapangan, meningkatnya anggaran untuk bantuan”.

Adapun Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak Bapak Ir. Desi Toding
Datu, M.Si. mengatakan bahwa:

“Harapan kedepan terhadap program agribisnis peternakan ini tetap
dijalankan tetapi dengan memperbaiki kekurang-kurangan dan masalah
yang dihadapi selama ini”.

Selanjutnya harapan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Nunukan
diungkapkan oleh petugas penyuluhan yang mengatakan bahwa:

“Harapan saya kedepan diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan,

penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk peningkatan SDM petani

peternak agar bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan berguna
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya”.

Adapun harapan dari Ketua Kelompok Tani terkait dengan program

pemberdayaan masyarakat melalui usaha agribisnis peternakan yaitu:
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“Harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan usaha agribisnis peternakan ini dapat berjalan dengan
lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota kelompok tani
dengan adanya keterlibatan semua anggota kelompok tani. Bantuan yang
diberikan harus benar-benar tepat sasaran, Kelompok tani calon penerima
bantuan harus diseleksi lebih ketat”.

Hal yang sama diungkpakan oleh anggota kelompok tani terkait
harapannya terhadap program ini yang mengatakan bahwa:

“Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian
pelatihan untuk meningkatkan SDM peternak. Diperlukan peran aktif dari
Dinas  Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam
mensosialisasikan, membina dan memberikan pelatihan kepada kelompok
tani untuk meningkatkan kemampuan beternak agar bantuan dari
pemerintah bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan
anggota kelompok tani pada khususnya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tekait harapan dalam
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten
Nunukan, kelompok tani mempunyai harapan bahwa program ini terus berlanjut
dengan memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang sehingga program ini
dapat dirasakan manfaatnya oleh para peternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas secara umum
pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan dapat dikatakan pencapaiannya sudah baik walaupun belum
sepunuhnya berhasil dilihat dari indikator keberhasilan yaitu meningkaynya

jumlah populasi sapi serta kemajuan yang menunjukan meningkatnya ekonomi

petani dan makin bertambhanya minat masyarakat untuk untuk berternak.
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C. Pembahasan
1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa

Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering,
and sustainable” seperti yang dikatakan oleh Chamber (1995), dalam
Kartasasmita (1996). Konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan
lebih lanjut (safety needs) yang pemikirannya belakangan ini banyak
dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep
pertumbuhan di masa yang lalu (Kartasasmita, 1996).

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan
pemerintah, khususnya pada bantuan ternak sapi bibit maka strategi dan proses
pemberdayaannya  praktis merupakan pengerahan sumberdaya untuk
mengembangkan potensi ekonomi rakyat sehingga sumber daya manusia maupun
sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan
produktivitasnya. Sehingga dengan demikian, rakyat dan lingkungannya akan
mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis.

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik. Penilaian ini terkait dengan

mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
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Peternakan Kabupaten Nunukan serta pihak terkait yang melakukan tahapan-
tahapan secara prosesural dari sosiliasai hingga pendampingan atau penyuluhan.

Mengemukakan aspek diatas dalam konteks pemberdayaan kelompok tani
meliputi tahap identifikasi keadaan petani/kelompok tani, perencanaan kegiatan
kelompok tani dan perencanaan pendampingan oleh penyuluh, pelaksanaan
rencana-rencana tersebut, monitoring pelaksanaan rencana-rencana tersebut, dan
evaluasi pelaksanaan rencana-rencana, serta perencanaan kembali tahun
berikutnya. Proses penerapan ini merupakan rangkaian tahapan atau daur masing-
masing bagian saling berhubungan erat sebagai kerangka dasar bagi
petani/kelompok tani dalam melakukan setiap program.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi,
berdasarkan faktual, logis, dan operasional serta dilakukan dengan melibatkan
seluruh pihak yang dianggap oleh kelompok tani terkait (pendekatan partisipatif).
Hal tersebut merupakan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Faktor terpenting dari merupakan Implementasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dalah proses
penyuluhan atau pendampingan. Pendamping menurut Ismawan (2000) adalah
mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat
melaksanakan agenda-agenda dan mencapai tujuan.

Keberhasilan implementasi program pemberdayaan ini pula tidak lepas

dari faktor modal atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok
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tani. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup dengan hanya meningkatkan
produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya
memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin pula adanya
kerjasama dengan kemitraan yang erat antara masyarakat yang sementara
berkembang. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu
diprioritaskan pada penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan
kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal,
penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengolahan surplus usaha.
Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan
dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan
berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan didayagunakan
oleh masyarakat pelaksana dan pengelola (acceptable), kedua, dapat dikelola oleh
masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable),
ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk
mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable); keempat, hasilnya dapat
dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal
dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); kelima,
pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan

dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable).
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2. Pencapaian Program Pemberdayaan  Masyarakat Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
Melihat capaian hasil pelaksanaan program PUAP maka dapat dilihat

bahwa pelaksanaan program memang memiliki beberapa kekuatan maupun
kelemahan. Hal ini diketahui dari pelaksana yang menjalankan program secara
langsung. Kajian hasil digunakan sebagai pedoman dalam penentukan kebijakan
pemerintah selanjutnya. Kekuatan program yang utama adalah memberikan dana
hibah sehingga dalam konsep pemberdayaan, masyarakat telah diberi keleluasaan
untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan sendiri.

Penggunaan dana juga dapat dilakukan sesuai potensi masyarakat sehingga
akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Proses sebelum
pelaksanaan hingga pada saat realisasi program cukup mudah, baik dari proses
pembuatan proposal yang harus dipenuhi oleh Gapoktan maupun pada saat
pencairan dana ke Gapoktan. Sisi kekuatan lain dari program ini memberikan nilai
pendidikan bagi masyarakat terutama karena dana bantuan tidak diberikan secara
cuma-cuma tetapi harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat juga
semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani
terutama dalam pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin.

Evaluasi pelaksanaan program PUAP, dilihat dari aspirasi-aspirasi
masyarakat merupakan kekuatan yang ditampung dalam satu wadah yang positif,
sehingga lebih memungkinkan masyarakat menjadi lebih maju. Selain itu program
juga diupayakan untuk membantu masyarakat tani yang membutuhkan, dengan

pengawasan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani,
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maka masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat dibantu dan
dimungkinkan program yang dijalankan juga akan tepat sasaran dalam membantu
masyarakat petani miskin yang benar-benar membutuhkan. Upaya-upaya
pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh juga merupakan kekuatan dari
program, karena kemampuan masyarakat dapat berkembang melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang selalu diberikan.

Menurut Hardiyanto (2007), pemberdayaan petani peternak dapat
dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun
komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan
usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu
contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertakan petani
dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan
dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti,
mengajarkan peternak proses inseminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya
lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan
pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya.

Aktivitas ekonomi masyarakat dari sebelum adanya program dengan
setelah diadakannya program juga sedikit mengalami peningkatan melalui
pendampingan penyuluh. Selain itu keberadaan masyarakat dalam naungan
Gapoktan menjadi semakin kuat dan memiliki nilai tawar yang semakin tinggi
bila dibandingkan harus berdiri secara sendiri-sendiri. Selain memiliki beberapa
kekuatan, program PUAP juga memiliki beberapa kelemahan terutama terkait
dengan sumber daya manusia serta jumlah anggaran yang terbatas sehingga

menyebabkan program menjadi kurang berjalan dengan baik.
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Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
mereka di lapangan. Kelemahan lain dari program im adalah indikator
keberhasilan tidak dirinci berapa lama waktu untuk mencapai indikator tersebut,
sehingga keberhasilan program secara jelas juga kurang bisa dilihat sesuai dengan
indikatornya. Hal ini karena kecepatan waktu juga menjadi penentu program
tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak. Bila program dapat berhasil mencapai
indikator pencapaian tetapi dalam jangka waktu relatif lama kurang dapat
dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya.

Beberapa kekurangan dari pelaksanaan program tersebut memang suatu
realita yang dihadapi oleh pelaksana program. Kekurangan pelaksanaan program
yang telah dilaksanakan Kelurahan Mansapa terkait dengan beberapa kendala
utama dalam pelaksanaan program yaitu: Kemajuan dalam ilmu pengetahuan
sangat lamban, misalnya pengunaan komputerisasi dalam pelaporan program
belum sepenuhnya bisa dilakukan sehingga perkembangan tidak bisa secepat yang
diharapkan. Masyarakat lamban dalam menyerap berbagai materi yang telah
disampaikan oleh penyuluh, sehingga memerlukan waktu berulang-ulang
memberikan materi hingga mampu diserap sepenuhnya oleh masyarakat;
Kesulitan mengembangkan usaha produktif bagi masyarakat. Mengubah
pemikiran masyarakat bahwa usaha non budidaya cukup menjanjikan agaknya
cukup sulit karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa dirinya paling
cocok untuk bercocok tanam. (4) Kendala lain yang dihadapi juga terkait dengan
lokasi Kelurahan Mansapa yang sebagian wilayahnya terdapat di perbukitan

sehingga penyelia mitra tani tidak mampu menjangkau seluruh wilayah desa.
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Dampak yang ditimbulkan dengan adanya program PUAP di Desa
Kelurahan Mansapa, dikaji baik bersifat positif maupun dampak negatif yang
terjadi di masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat dengan adanya
pelaksanaan program adalah: (1) Membantu pemenuhan modal bagi masyarakat.
Masyarakat yang semula mengalamai kesulitan dalam permodalan dapat sedikit
teratasi dengan adanya bantuan program. Pemenuhan modal bagi masyarakat ini
dapat dilihat dari aktivitas masyarakat tani yang semula kekurangan modal usaha,
dan harus melaksanakan penanaman maupun pemupukan pada waktu tertentu
harus ditunda karena kurangnya modal usaha. Dana bantuan yang diperoleh, masa
tanam maupun pemupukan bahkan masa panen dapat dilakukan secara teratur
sesuai sapta usaha tani yang dianjurkan bagi masyarakat tani; (2) Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam kelembagaan kelompok tani: Peran serta
masyarakat tani ini dapat dilihat dari antusiasme dan keaktifan ketika diberi
materi pendidikan dan pelatihan. Masyarakat juga selalu meningkatkan aktivitas
usaha untuk memajukan kelompok-kelompok tani yang menjadi naungannya,
misalnya dengan menjalankan usaha bersama yang telah disepakati kelompok
tani, mengikuti perlombaan-perlombaan tani, peran serta aktif masyarakat tani
dalam setiap pertemuan rutin; (3) Meningkatkan kemampuan petani dalam bidang
pertanian dan peternakan: hal ini dapat dilihat dalam kemampuan masyarakat tani
yang sebelumnya kurang memahami sapta usaha tani maupun panca usaha tani,
menjadi semakin memahami dan mampu menerapkan secara langsung dalam
aktivitas pertanian maupun peternakan; (4) Membantu pemenuhan pupuk bagi
petani dilihat dari aspek keterjangkauan masyarakat untuk membeli pupuk di kios

Gapoktan; (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat ditekankan pada upaya
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pendampingan di setiap aktivitas. Sebagian masyarakat telah mampu
mengembangkan kegiatan usahanya terutama dengan diversivikasi produk dapat
menambah aktivitas pertanian maupun peternakan.

Selain dampak positif tersebut, pelaksanaan program memiliki dampak
negatif bagi masyarakat terkait dengan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang
tidak memperoleh dana bantuan. Dampak negatif bagi masyarakat. ditimbulkan
terkait dengan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak memperoleh dana
bantuan. Adapun dampak negatif yang lain memang tidak terlihat, sehingga hal
tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program memberikan manfaat yang
cukup banyak bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hal diatas sesuai dengan Hendayana (2008) bahwa pemberdayaan
bertujuan untuk: a) meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat
dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong
tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi
berbagai  kendala/kelemahan yang dimilikinya, c¢) memperkuat dan
mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat pedesaan serta
meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat.

Pencapaian pemberdayaan tersebut diatas telah sesuai dengan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
peningkatan ekonomi yang serta tumbuhnya peluang usaha agribisnis lainnya,
sehingga masyarakat kelompok tani bisa mengatasi kendala atau hambatan yang
ada di daerahnya terutama kendala sumber daya manusia dan letak geografinya.

Pencapaian ini pula tidak terlepas dari lembaga-lembaga seperti aparatur
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pemerintah, gapoktan serta para penyuluh yang membingbing dan memberi
arahan terkait dengan program pemberdayaan usaha agribisnis sehingga para

anggota kelompok tani bisa membangun ekonomi yang lebih baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan
Selatan Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat
dari beberapa indikator yaitu:

a. Mekanisme: cara-cara penyaluran bantuan yang disusun melalui juknis
untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Sosialisasi: sebelum penyaluran bantuan, terlebih dahulu dilakukan
sosialiasi mengenai kegiatan pengembangan agribisnis peternakan.

¢. Proses pemberi bantuan: setelah proses sosialisasi, bantuan diturunkan
untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan sapi.

d. Pendampingan atau penyuluhun: diperlukan pendampingan untuk
pemberdayaan masyarakat sehingga program tersebut tepat sasaran.
Berdasarkan hasil temuan dan analisa data program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Pencapaian program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan
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Selatan Kabupaten Nunukan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari
bertambahnya populasi sapi dan meningkatnya perekonomian masyarakat

petani serta bertambahnya minat masyarakat untuk berternak.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan antara lain:

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan harus terus dilaksanakan melalui optimalisasi peran
kelompok tani sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat khusunya petani dan peternak di Kabupaten Nunukan.

2. Perlunya koordinasi dan komunikasi secara kelembagaan dengan sasaran
peningkatan agribisnis di kelompok tani di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

3. Para anggota kelompok tani perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan
yang lebih intensif agar dalam kegiatan penggemukan sapi dapat berjalan
dengan baik, sehingga keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan usaha agribisnis peternakan dapat tercapai.

4. Perlu adanya evaluasi secara terbuka terkait dengan penerima bantuan sapi
bibit agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
usaha agribisnis peternakan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.
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1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan:
a. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan
b. Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha
c. Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak
2. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
3. Kelompok Tani (KT)
a. Ketua Kelompok Tani (KKT)
b. Anggota Kelompok Tani (AKT)
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN
MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN

A. Informan: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan
B. Daftar Pertanyaan:
e Implementasi Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

2. Apa tujuan dari program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

3. Darimana sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

4. Apa saja persyaratan masyarakat untuk menjadi anggota kelompok tani
dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan?

5. Bagaimana proses sosialisasi dan seleksi program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

6. Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, desa,
kecamatan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan?

7. Bagaimana proses pemberian bantuan kepada anggota kelompok tani
dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan?

8. Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada
kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

9. Siapa saja atau instansi apa saja yang terlibat dalam program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
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10. Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

11. Dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, apakah tahapan tersebut sudah
sesuai dengan pedoman pelaksanaan?

12. Apa saja pertimbangan suatu daerah mendapatkan bantuan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

13. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

14. Berapa nominal bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

15. Bagaimana peran aparat setempat dalam pembentukan kelompok tani di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

16. Berapa banyak jumlah kelompok tani yang ada di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

17. Berapa jumlah anggota setiap kelompok tani dalam setiap kelompoknya?

18. Bagaimana struktur organisasi dan pengurusan program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

19. Kegiatan apa saja yang dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan ini dapat berjalan
sesuai harapan?

20. Siapa saja yang memberikan pelatihan atau penyuluhan pemberdayaan
masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

21. Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan pemberdayaan
masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

22. Berapa lama waktu penyuluhan program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

23. Lembaga apa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

24. Bagaimana peran petugas penyuluh lapangan?

25. Apa tujuan diadakannya penyuluhan?

26. Darimana petugas penyuluhan lapangan diambil?
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27. Seberapa efektif petugas penyuluh lapangan bagi keberhasilan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

28. Apa saja tugas yang diemban oleh petugas penyuluh lapangan?

29. Bagaimana realisasi hasil dari adanya program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

e Pencapaian Pogram Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan

1. Apa saja indikator atau ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat
melalui program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

2. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini,
apakah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti?

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

4. Bagaimana harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat
dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani?
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUIL
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN
MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN

A. Informan: Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
B. Daftar Pertanyaan:
e Implementasi Program Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Sejauhmana keterlibatan aparat setempat dalam proses awal program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

2. Bagaimana proses yang ditempuh untuk menentukan siapa yang berhak
untuk menjadi anggota kelompok tani dalam program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

3. Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, pihak
Desa, pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan?

4. Bagaimana bentuk penyuluban/pembinaan/pelatihan yang diberikan
kepada anggota kelompok tani?

5. Siapa yang memberikan penyuluhan/pembinaan/pelatihan kepada anggota
kelompok tami?

6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

7. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani?

8. Berapa nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing kelompok
tani?

9. Bagaimana peran kepala desa dalam proses pembentukan kelompok tani?

10. Berapa banyak jumlah anggota untuk satu kelompok tani?

11. Kegiatan apa yang dilakuan agar program pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dapat berjlan sesuai
dengan harapan?

12. Sejauhmana peran petugas penyuluh lapangan dalam program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
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13. Apa tujuan adanya petugas penyuluh lapangan dalam program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

14. Darimana petugas penyuluhan lapangan diambil?

15. Apa saja tugas yang diemban oleh petugas penyuluh lapangan?

16. Bagaimana bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh
lapangan?

e Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peiernakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini,
apakah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pemberdayaan
masyarakat melalui program pengembangan agribisnis peternakan di
Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

3. Bagaimana harapan ke depan agar pemberdayaan masyarakat melalui
program pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat
dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani?

Informan,
Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL)

M. Ramli, SP
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN
MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN

A. Informan: Kelompok Tani (KT)
B. Daftar Pertanyaan:
e Implementasi Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Bagaimana mekanisme yang saudara ketahui dalam pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
yang diselenggarakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan?

2. Bagaimana menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota
kelompok tani?

3. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan?

4. Siapa yang memberikan penyuluhan/pembinaan/pelatihan kepada anggota
kelompok tani?

5. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan kepada kelompok tani?

6. Berapa nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing kelompok
tani?

7. Berapa banyak jumlah anggota untuk satu kelompok tani?

8. Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan
di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

9. Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan
Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

10. Berapa jumlah kelompok tani di Kelurahan Mansapa dan apa nama-
namanya?

11. Usaha apa saja yang dilakukan oleh kelompok tani di Kelurahan Mansapa
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

12. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penggemukan sapi?
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e Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sampai dengan sekarang ini,
apakah sudah menunjukkan kemajuan yang berarti?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pemberdayaan
masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan
Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

3. Bagaimana harapan ke depan agar pemberdayaan masyarakat melalu
program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi
kelompok tani?

Informan,
Kelompok Tani (KT)

o
/__——.
Darman
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ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGEMBANGAN UDAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN Di

KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KABUPATEN NUNUKAN
Informan : Kelompok Tani
Nama : Arifuddin
Jabatan : Anggota Kelompok Tani

A. Implementasi Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1.
2.

Lh

7.
8.

9

Kurang tahu

Cara menentukan yang berhak menjadi anggota kelompok tani adalah
dengan rapat anggota kelompok yang didampingi oleh perangkat desa dan
juga petugas penyuluh lapangan.

Proses sosialisasi yang dilakukan Dispertanak Kabupaten Nunukan dengan
menghadiri rapat desa dan mendatangi petani/peternak untuk melakukan
sosialisasi program.

Yang memberikan penyuluhan adalah petugas penyuluh lapangan, yang
melakukan pembinaan dan pelatihan adalah Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan.

Bantuannya berupa Bibit Sapi Bali.

Bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit ternak 2 ekor/KK dan bibit
hijauan makanan ternak 1 paket, kalau di nominalkan saya kurang tahu.
Jumlah anggota 20 orang

Materi: pemeliharaan, perawatan, produksi pakan ternak, produksi ternak,
pengolahan limbah ternak, dan kesehatan ternak.

Satu tahun

10. Tidak hafal
11. Usaha peternakan, pertanian, perkebunan.
12. Kendala: harga pakan konsentrat relatif mahal.

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan

1.

2.

Kemajuan berupa jumlah ternak yang semakin banyak. Peningkatan
populasi ternak.

Faktor yang menghambat: kurangnya pemahaman peternak terhadap
teknologi penerapan tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi lagi demi
peningkatan SDM petani peternak.

Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan, penyuluhan dan pemberian
pelatihan untuk meningkatkan SDM peternak. Diperlukan peran aktif dari
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam
mensosialisasikan, membina dan memberikan pelatihan kepada kelompok
tani untuk meningkatkan kemampuan beternak agar bantuan dari
pemerintah bisa bermanfaat dan berguna sehingga dapat meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan
anggota kelompok tani pada khususnya.

Informan,
Anggota Kelompok Tani

Arifuddin
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI
KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KABUPATEN NUNUKAN
Informan : Kelompok Tani
Nama : Yoktan R. Oranay
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Gelegat Lewo

A. Implementasi Program Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui

Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1. Mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui
agribisnis peternakan yaitu pada tahap awal mengajukan proposal
permohonan bantuan selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi serta
penentuan calon penerima dan calon lokasi.

2. Anggota kelompok tani ditentukan berdasarkan tingkat kesanggupan
peternak dalam memelihara dan merawat ternak baik secara individu
maupun secara berkelompok, memiliki lahan penanaman hijauan
makanan ternak dan bersangkutan berada pada lokasi atau wilayah binaan
dari PPL setempat.

3. Proses sosialisasi dilakukan melalui pertemuan kelompok secara rutin,
memberi penjelasan tentang tata cara memelihara ternak yang baik

4. Penyuluhan/pembinaan/pelatihan dilakukan oleh petugas teknis dari
provinsi atau kabupaten/kota dan didampingi oleh PPL setempat.

5. Bentuk bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan berupa bibit ternak, bibit hijauan makanan ternak dan obat-
obatan ternak.

6. Nominal bantuan yang diberikan yaitu untuk bibit ternak 2 ekor/KK dan
bibit hijauan makanan ternak 1 paket.

7. Jumlah anggota kelompok untuk setiap kelompok tani yaitu 10-12 KK.

8. Jenis materi yang diberikan dalam pemantapan pemberdayaan agribisnis
peternakan yaitu teknik memelihara ternak, penerapan teknologi tepat
guna dan teknik pemilihan, penanaman dan pemeliharaan hijauan
makanan ternak.

9. Waktu yang dibutuhkan dalam pemantapan kegiatan tersebut yaitu 1-2
tahun setelah terima bantuan.

10. Jumlah kelompok tani di kelurahan Mansapa sebanyak 4 kelompok tani.

11. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu pekerjaan pokok
melalui budidaya rumput laut serta pekerjaan sampingan dengan beternak,
berkebun, bertani, tukang bangunan.

12. Kendala yang dihadapi dalam proses penggemukan sapi diantaranya
kurangnya pengetahuan peternak dalam penggemukan sapi, ternak
dipelihara tanpa dikandangkan, kurangnya penggunaan suplemen nutrisi
untuk penggemukan serta kurangnya penanaman HMT unggul.
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B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan

1. Pengembangan agribisnis peternakan di kelurahan Mansapa sudah
menunjukan kemajuan yang berarti tetapi masih ada kendala yang
dihadapi khususnya dalam hal pengelolaan hijauan makanan termak pada
musim kemarau.

2. Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat memalui
pengembangan usaha agribisnis peternakan di Kelurahan Mansapa yaitu
masyarakat lebih fokus pada mata pencaharian pokok melalui budidaya
rumput laut serta kurangnya pemahaman dan keterlibatan keluarga.

3. Harapan ke depan agar program pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan usaha agribisnis peternakan ini dapat berjalan dengan
lancar dan dapat dirasakan manfaatnya bagi anggota kelompok tani yaitu:
a. Perlu keterlibatan semua anggota kelompok tani
b. Bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran
c. Kelompok tani calon penerima bantuan harus diseleksi lebih ketat.

Informan,
Ketua Kelompok Tani
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI

KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KABUPATEN NUNUKAN
Informan : Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
Nama : Nirwana, S.Pt. M.Si.
Jabatan : Penyuluh

A. Implementasi  Program  Pemberdayaan Masyarakat = Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1.

10.
11.

12.

Keterlibatan aparat dalam proses awal program pemberdayaan disambut
baik oleh masyarakat dengan penuh antusias terutama aparat pemberi
bantuan dengan calon penerima bantuan.

Proses penentuan calon penerima bantuan yang dianggap mampu dan
layak menerima bantuan yaitu melalui pertemuan rutin dan mengajukan
persyaratan yang harus ditaati.

Proses koordinasi yang dilakukan masing-masing pihak atau instansi
terkait yaitu dengan membuat pelaporan perkembangan kelompok atau
kesiapan kelompok tani penerima.

Penyuluhan dilakukan secara rutin kepada anggota kelompok tani dan
difasilitasi oleh PPL setempat.

Penyuluhan dilakukan oleh PPL yang telah diberikan tugas oleh dinas
terkait sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah binaan.

Kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan yaitu masyarakat
lebih fokus pada mata pencaharian pokok sebagai petani rumput laut dan
untuk memelihara ternak hanya sebagai usaha sampingan selain sistem
bagi hasil atau perguliran belum dipahami sepenuhnya oleh anggota
kelompok tani.

Jenis bantuan yang diberikan oleh Dispertanak kabupaten nunukan yaitu
memberikan bantuan bibit ternak, sarana pengolahan limbah ternak, bibit
hijauan makanan ternak, dan bantuan finansial.

Nominal bantpan yang diberikan untuk bibit ternak sebanyak 2 ekor /KK
dan sarana pengolahan limbah ternak 1 unit serta bibit hijauan makanan
ternak sebanyak 1 paket.

Peranan Kepala Desa dalam proses pembentukan kelompok tani pada
dasarnya adalah ikut mendukung dalam rangka pembangunan agribisnis
peternakan.

Jumlah anggota setiap kelompok tani yang terbentuk sebanyak 12 KK/KT
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan agribisnis
peternakan yaitu memberikan bantuan bibit ternak, memberi penyuluhan
dan pembinaan serta melakukan koordinas dengan instansi terkait.
Peranan petugas PPL dalam pengembangan agribisnis peternakan yaitu
memberikan bimbingan dan penyuluhan atau pemahaman tentang cara
beternak yang baik untuk kesejahteraan anggota
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13. Tujuan diikutsretakan PPL dalam pembangunan agribisnis peternakan
yaitu sebagai wadah aspirasi peternak dalam menyampaikan ide dan
gagasan atau usulan kepada pemerintah .

14. Petugas penyuluh lapangan berasal anggota PNS/Non PNS yang
diberikan tugas sesuai tupoksi yang diberikan dari dinas terkait.

15. Tugas yang diemban oleh petugas PPL yaitu memberikan penyuluhan dan
bimbingan, memberikan pemahaman dalam budidaya ternak,
melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang diberikan pemerintah.

16. Bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh PPL yaitu membuat kegiatan
harian atau bulanan yang selanjutnya direkap untuk dilaporkan ke atasan
atau dinas terkait.

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan
1. Menurut saya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dimana
populasi ternak semakin bertambah.

2. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pemahaman peternak terhadap
teknologi tepat guna, sehingga diperlukan sosialisasi yang intens demi
peningkatan SDM peternak.

3. Harapan saya kedepan diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan,
penyuluhan dan pemberian pelatihan untuk peningkatan SDM petani
peternak agar bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan berguna
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Nunukan pada umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya.

Informan,
Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL)

e

Nirwana, S.Pt. M.Si
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI KELURAHAN
MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
Nama : Ir. Desi Toding Datu, M.Si.
Jabatan : Kabid Produksi dan Sumberdaya Ternak

A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan

1. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan dilakukan
dengan pemberian bantuan bibit sapi melalui kelompok tani.

2. Tujuan program tersebut adalah melalui pemberian bibit ternak sapi bali
diharapkan anggota kelompok tani/ternak dapat mengembangkan jumlahnya
dan dimanfaatkan sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan cara menjual
hasil ternaknya jika ada keperluan mendesak seperti pendafataran anak
sekolah atau biaya perawatan rumah sakit.

3. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nunukan

4. Syarat masyarakat untuk menjadi anggota kelompok adalah identitas diri
berupa KTP dan KK yang masih berlaku. Domisili anggota bisa berdasarkan
kedekatan lokasi/hamparan  tempat lokasi kegiatan, atau berdasarkan
kedekatan domisili.

5. Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL) yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program
pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat membentuk
kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan, sedangkan proses
seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima bantuan adalah dengan
bertatap muka secara langsung dengan anggota kelompok tani yang telah
memasukkan proposal permohonan bantuan ke Dinas Peternakan Kab./Kota
terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kemudian
melakukan wawancara dengan para anggota kelompok tani terkait hal-hal
mengenai tata cara beternak untuk mengetahui kesiapan dan kelayakan para
anggota menerima bantuan. Selain itu, petugas CPCL juga mengumpulkan
informasi-informasi terkait anggota kelompok tani calon penerima dari PPL
dan aparat desa setempat.
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6. Kalau ada kegiatan yang berupa bantuan, Dinas meberitahukan kepada PPL
untuk disosialisasikan kepada kelompok tani. Kelompok tani mengajukan
permohonan bantuan atas rekomendasi kepala desa dan camat setempat.
Jika kelompok tani tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan, dalam
penyerahannya Dinas memberitahukan kepada desa dan camat. Selain itu
dalam musrembang Dinas melakukan sosialisai terhadap rencana kegiatan
yang akan dilakukan seperti paket bantuan apa yang akan diberikan kepada
masyarakat.

7. Petani mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati, cq. Kadis
dispertanak, kemudian Dinas mempelajari proposal-proposal yang diusulkan
oleh kelompok tani, dan mengecek kelengakapan administrasi, kemudian
melakukan CP/CL untuk mecegah adanya kelompok tani fiktif juga untuk
mengetahui kesiapan para kelompok tani dalam menerima paket bantuan yang
akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut diats Dinas akan menilai
kelompok mana yang patut/layak untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Setelah ditetapkan, maka dibuatkan SK penerima bantuan.

8. Dan pihak Dispertanak biasanya penanggung jawab kegiatan ataupun siapa
saja yang pendidikannya memiliki beground dibidang peternakan melakukan
kunjungan langsung dilapangan (penerima bantuan) dan saling berdiskusi dua
arah, dimana petani menyampaikan keluhan berupa hambatan ataupun sesuatu
yang mereka anggap suatu keberhasilan kepada petugas tersebut, kemudian
diberikan masukan oleh petugas tersebut. Untuk pelatihannya sendiri kami
(dispertanak) juga mengadakan pelatthan khusus untuk meningkatkan
keterampilan peternak, berupa BIMTEK misalnya.

9. Kalau siapa saja, ya seluruh stakeholder tentunya, tetapi yang lebih berperan
adalah Dispertanak dan Badan ketahanan Pangan

10. Kendala yang dihadapi : tidak ada kendala yang berarti

11. Apakah tahapan Perencanaan program sudah sesuai? Ya sudah sesuai, kita
lakukan pengkajian terhadap potensi ysng dimiliki untuk mengembangkan
agribisnis peternakan.

12. Pertimbangan suatu daecrah mendapatkan bantuan: Pertimbanannya: diwilayah
tersebut memiliki populasi ternak (sapi) yang tinggi, akses untuk pemasaran
mudah dan akses sumber modal gampang

13. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan kepada
kelompok tani kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kab.
Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi Pejantan,
bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi buatan.

14. Bantuan ke kelompok tani sebanyak 2 ekor/KK dengan jumlah anggota 20-25
orang/ kelompok tani.
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15. Peran aparat setempat sangat mendorong warganya agar mereka dapat
membentuk kelompok, hal ini didasarkan karena dengan kelompok tani
harapan untuk bisa mendapatkan bantuan daripemerintah lebih besar

16. Jumlah kelompok tani di Kelurahan Mansapa ada 4 kelompok tani.

17. Jumlah anggota setiap kelompok minimal 25 orang.

18. Struktur organisasi terdiri dari pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) dan
anggota kelompok, untuk kepengurusannya berdasarkan AD/ART kelompok
tersebut

19. Penyuluhan dan juga pelatihan-pelatihan. Terkadang juga diberikan bantuan
tambahan penunjang untuk keberlangsungan usaha tersebut

20. Penyuluh yang wilayah tugasnya di Kelurahan Mansapa penyuluh tersebut
yang senantiasa aktif memberikan pengarahan. Selain penyuluh tersebut
Dispertanak  juga aktif meberikan masukan khusunya dalam membina
kelompok penerima

21. Masalah teknis dan masalah administrasi

22. Enam (6) bulam

23. Perbankan

24. Sangat membantu sekali dalam pelaksanaan program tersebut

25. Memberikan edukasi kepada petani

26. Dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan

27. Sangat efektif, karena dengan bantuan penyuluh, program tersebut bisa
berjalan dengan baik.

28. Memberikan pengarahan, masukan dan solusi terhadap problem yang dialami
oleh petani penerima bantuan

29. Realisasi hasil dari program tersebut 100% baik.

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan

1. Indikator keberhasilan: Bertambahnya warga yang menjadikan agribisnis
peternakan sebagai usahanya, adanya nilai tambah/pendapatan yang diterima
oleh peternak (pendapatan petani makin tinggi), terbentukanya usaha lain
yang tekait dengan agribisnis peternakan.

2. Sejauh ini kami belum puas dengan hasil yang dicapai karena yang kami
inginkan adalah terbentuk nya rantai usaha antara satu dengan yang lain
sangat terkait. Sebagia contoh agribisnis usaha penggemukan sapi, yang kami
harapkan disini bisa terbentuk suatu usaha yang mendukung usaha
penggemukan tersebut, seperti tumbuhnya usaha masyarakat yang
menyediakan pakan kosentrat. Tapi sekarang ini belum terwujud
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3. Faktor yang menjadi penghambat: Sumber bahan baku pendukung dan odal
tambahan, untuk kelanjutan program bantuan

4. Harapan kedepan terhadap program agribisnis peternakan ini etap dijalankan
tetapi dengan memperbaiki kekurang-kurangan dan masalah yang dihadapi
selama ini.

Informan,

Kabid Produksi dan
Sumberdgya Ternak

"

Ir. Desi Toding Datu, M.Si.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI

KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KABUPATEN NUNUKAN
Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
Nama : Junaidi, SP.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha

A. Implementasi  Program  Pemberdayaan Masyarakat  Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

1.

(98]

10.

11

Melalui usulan dari kelompok tani kepada Pemerintah Daerah, dalam hal
ini Dispertanak Kab. Nunukan.

Meningkatkan SDM petani/peternak dan kesejahteraannya

APBD Kabupaten Nunukan, APBD Provinsi Kalimantan Utara dan APBN
Pertama tentu saja pekerjaannya sebagai petani/pekebun dan punya lahan
pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk usaha peternakan

Sosialisasi dan seleksi umumnya dilakukan oleh petugas dinas, juga
dibantu petugas penyuluh. Pelaksanaan seleksi biasanya dimulai dari hal
administrasi, kemudian pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian
data, dilanjutkan dengan penilaian.

Koordinasi bisa dilakukan dengan kunjungan, bisa juga dengan
memanfaatkan fasilitas telekomunikasi

Usulan bantuan dari kelompok tani akan diseleksi dan dilakukan penilaian,
selanjutnya ditetapkan melafui surat keputusan, dan dilanjutkan dengan
mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana mestinya.

Melalui penyuluhan, sosialisasi dan pembuatan demplot

Dispertanak, Badan Ketahanan Pangan/Penyuluhan, Dinas Peternakan
Provinsi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelompok tani

Jumlah anggaran, SDM, dan geografis

. Tidak tahu
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kebutuhan, RPJM, visi dan misi pembangunan peternakan
Bibit ternak sapi, kambing

Tidak tahu

Membina keorganisasian kelompok tani

Tidak tahu

20-25 orang

Tidak tahu

Pembinaan, pengawasan, pelayanan, pelatihan
Petugas dinas, penyuluh

Budidaya, teknologi tepat guna, keschatan hewan
Relatif
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23. Dispertanak, Badan Ketahanan Pangan/Penyuluhan, Dinas Peternakan
Provinsi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelompok tani

24. Aktif

25. berbagi informasi, wawasan, pengalaman, penguatan kelembagaan

26. BKP3D

27. Cukup efektif

28. Pembinaan, pengawasan, pelayanan, pelatihan

29. Peningkatan populasi ternak, peningkatan kesejahteraan peternak

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Peternakan
1. Populasi ternak, ekonomi mikro petani
2. Cukup berarti, tapi belum sesuai harapan yang ideal
3. SDM, anggaran, koordinasi
4. Meningkatnya kreatifitas kelompok tani, meningkatnya peran penyuluh
lapangan, meningkatnya anggaran untuk bantuan

Informan,
Kabid Informasi Teknologi dan
Bina Usaha

Junaidi, SP
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN DI

KELURAHAN MANSAPA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

KABUPATEN NUNUKAN
Informan : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
Nama : Ir. Jabbar, M.Si
Jabatan : Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan

A. Implementasi  Program Pemberdayaan Masyarakat  Melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan

L.

Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansappa Kecamatan Nunukan Selatan
dilakukan dengan pemberian bantuan bibit sapi melalui kelompok tani.
Tujuan program tersebut adalah melalui pemberian bibit ternak sapi bali
diharapkan anggota kelompok tani/ternak dapat mengembangkan
jumlahnya dan dimanfaatkan sebagai investasi atau tabungan yaitu dengan
cara menjual hasil ternaknya jika ada keperluan mendesak seperti
pendafataran anak sekolah atau biaya perawatan rumah sakit.

. Sumber dana program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

agribisnis peternakan adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi (APBD 1) yang pada waktu itu adalah melalui Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Timur dan sejak tahun 2013 berpindah melalui Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nunukan (APBD II) melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan.

Persyaratan masyarakat untuk dapat menjadi anggota kelompok tani dalam
program tersebut adalah mempunyai KTP dengan domisili yang sama
dengan kelompok tani yang sama, mempunyai lahan/tempat untuk
penggembalaan ternak, mempunyai kandang atau bersedia membuat
kandang sapi serta mempunyai pengalaman dalam hal beternak terutama
ternak sapi.

Proses sosialisasi dilakukan melalui bantuan Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL) yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya
program pemberian bantuan bibit ternak sapi sehingga masyarakat
membentuk kelompok tani dan membuat proposal permohonan bantuan,
sedangkan proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon penerima
bantuan adalah dengan bertatap muka secara langsung dengan anggota
kelompok tani yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan ke
Dinas Peternakan Kab./Kota terlebih dahulu melalui Petugas Penyuluh
Lapangan (PPL) kemudian melakukan wawancara dengan para anggota
kelompok tani terkait hal-hal mengenai tata cara beternak untuk
mengetahui kesiapan dan kelayakan para anggota menerima bantuan.
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Selain itu, petugas CPCL juga mengumpulkan informasi-informasi terkait
anggota kelompok tani calon penerima dari PPL dan aparat desa setempat.

6. Proses Koordinasi/konsultasi antara kelompok tani, aparat desa dan pihak
kecamatan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan dilakukan pada saat kunjungan petugas CPCL pada
saat seleksi calon penerima bantuan ternak dilaksanakan. Koordinasi juga
dilakukan secara kontinyu hingga kelompok tani dinyatakan layak
menerima bantuan dan bantuan sapi bibit sampai ditangan peternak.

7. Proses pemberian bantuan dilakukan setelah proses CPCL dan verifikasi
dilakukan hingga diperoleh jumlah kelompok tani/ternak sesuai dengan
yang tertera dalam anggaran. Bantuan sapi bibit yang diberikan pada
umumnya berjumlah 2 ekor sapi betina untuk setiap anggota kelompok
dan 1 ekor sapi pejantan untuk ketua kelompok atau anggota kelompok
tani yang dianggap mampu memelihara sapi pejantan atau anggota
kelompok tani yang lokasi berada di tengah-tengah anggota kelompok tani
lain sehingga jika nantinya ada sapi betina yang birahi, sapi pejantan
tersebut dapat digiring ke kandang sapi betina yang birahi tersebut.

8. Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok tani penerima bantuan
adalah dengan melakukan kunjungan secara terjadwal kepada kelompok
tani, untuk memberikan penyuluhan tentang tata cara beternak yang baik
meliputi cara pemberian pakan sesuai kebutuhan ternak, cara deteksi birahi
ternak, cara deteksi penyakit/gangguan kesehatan ternak secara
sederhana,cara pertolongan pertama jika ada ternak yang sakit;melakukan
pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB).
Pelatihan yang diberikan kepada peternak salah satunya adalah pelatihan
pengolahan pakan ternak sederhana dan pelatihan pengolahan kotoran
ternak untuk pupuk kandang atau biogas serta ada beberapa anggota
kelompok tani/ternak yang dikirim pelatihan sebagai petugas IB.

9. Instansi yang terkait dengan program ini adalah Dirjen Peternakan
Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan
Kab./Kota, Camat, Aparat Desa/Kelurahan, PPL serta Satpol PP.

10. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah
keterbatasan anggaran, keterbatasan akses jaringan internet yang
mempengaruhi proses pengajuan e-proposal, kesulitan menjangkau
daerah-daerah yang terbatas transportasinya, keterbatasan kemampuan
kelompok tani dalam berbahasa Indonesia sehingga menghambat proses
CPCL.

11. Perencanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah
ditetapkan.

12. Pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan ke suatu
daerah adalah potensi wilayah meliputi luas lahan penggembalaan, SDM
calon penerima meliputi pengalaman beternak; pengetahuan tentang
pemeliharaan ternak; kemampuan mendeteksi birahi ternak; akses
transportasi yang memudahkan pengawasan dan pembinaan kelompok
tani/ternak.

13. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan
kepada kelompok tani di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan
Kab. Nunukan yaitu: dari bidang Peternakan berupa Sapi Bali Bibit, Sapi
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14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pejantan, bibit Kambing, Insentif betina bunting, program inseminasi
buatan. Bantuan bidang pertanian berupa bantuan bibit holtikultura, bibit
durian, alat pertaniandan optomalisasi lahan.

Nominal bantuan yang diberikan adalah sebanyak 2 ekor/kk dengan
jumlah anggota 20-25 anggota/kelompok tani.

Peran aparat dalam membentuk kelompok tani adalah memfasilitasi proses
pembentukan kelompok melalui musyawarah.

Jumlah kelompok tani yang ada di Kelurahan Mansappa Kecamatan
Nunukan Selatan ada 4 kelompok tani.

Jumlah anggota kelompok tani dalam setiap kelompok tani adalah minimal
25 orang

. Struktur organisasi dan pengurusan yang ada dalam kelompok tani/ternak

adalah terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah
program monitoring dan pembinaan kelompok tani.

Pelatihan atau penyuluhan yang diberikan kepada para anggota kelompok
tani adalah pelatihan pengolahan pakan ternak secara sederhana da nada
beberapa anggota kelompok tani yang dikirim pelatihan petugas IB.

Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah cara pengolahan
pakan ternak berbahan jerami padi secara sederhana yaitu dengan metode
amoniasi dan pembuatan silase, sedangkan pada pelatihan petugas IB
materi yang diberikan adalah pengetahuan deteksi birahi dan pelaksanaan
IB.

Pelatihan pengolahan pakan ternak dilaksanakan selama 3 hari sedangkan
pelatihan IB bagi kader dilaksanakan selama 21 hari.

Lembaga yang terlibat dalam pelatihan IB bagi kader adalah BBIB
Singosari, Malang sedangkan untuk pelatihan pengolahan pakan ternak
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) berperan sebagai fasilitator dalam
pelatihan tersebut.

Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan
pengetahuan peternak tentang tata cara pengolahan pakan ternak,
pemberian pakan ternak yang baik, tanda-tanda birahi ternak serta tata cara
pelaksanaan IB.

Petugas Penyuluh Lapangan berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan.

PPL sangat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
melalui pemberian ternak sapi bibit karena dapat bertindak sebagai
fasilitator sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan ini.

PPL bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi proposal yang
diajukan kelompok tani, menyeleksi kelengkapan administrasi proposal,
memfasilitasi proses CPCL hingga penyerahan bantuan ternak serta
membantu pengawasan perkembangan ternak bantuan sapi.

Bantuan sapi bibit yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat
terhadap peningkatan kesejahteraan peternak karena dengan adanya sapi-
sapi tersebut yang telah berkembang biak dapat disimpan sebagai
cadangan dana untuk keperluan penting seperti pendidikan anak, biaya
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perawatan rumah sakit atau untuk acara keluarga serta dapat dijadikan
modal usaha.

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan

Usaha Agribisnis Peternakan

1. Indikator keberhasilan dari program ini yang paling mudah diukur adalah
peningkatan populasi sapi di Kabupaten Nunukan secara umum dan di
Kelurahan Mansappa secara khusus, selain itu ada peningkatan
pengetahuan petani tentang cara pengolahan pakan, cara pengolahan
limbah, cara deteksi birahi ternak, cara deteksi penyakit ternak dan
pengobatannya secara sederhana serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang dapat dilihat dari bertambah banyak anak petani/peternak
yang bisa kuliah.

2. Kemajuan yang ditunjukkan sangat berarti yaitu dapat dilihat dari semakin
banyaknya minat masyarakat untuk beternak sapi.

3. Faktor penghambat program ini antara lain kurang kompaknya anggota
kelompok tani/ternak dalam menyamakan visi dan misinya dalam
mengelola bantuan ternak sapi ini sehingga terkadang ada anggota
kelompok yang bisa sukses dan ada anggota kelompok tani/ternak yang
gagal dalam mengembangkan ternaknya.

4. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agribisnis
peternakan di Kelurahan Mansapa diharapkan dapat ditindak lanjuti
mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik secara
luas maupun secara individu.

Informan,
Kadis Dispertanak
Kab. Nunukan

Ir. Jabbar, M.Si
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